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Abstract

Islamic civilization is the result of a dynamic interaction between thought,
politics, and culture that has developed throughout history. This article aims to
analyze how these three pillars are intertwined in shaping the character of
Islamic civilization from classical to contemporary times. The study is conducted
using a historical-analytical approach by tracing the development of theological
and philosophical thought, political configurations from the Khulafa’ al-
Rasyidin era to the era of the modern nation-state, and cultural dynamics that
reflect the process of acculturation of Islam with local traditions. The research
findings indicate that the progress of Islamic civilization occurs when thought is
creative and rational, political structures support intellectual freedom, and
culture develops cosmopolitanly. Conversely, stagnation of thought and political
authoritarianism have a direct impact on cultural decline. This article
emphasizes that the revival of Islamic civilization today demands an integrative
reconstruction of these three dimensions through an interdisciplinary and
contextual approach.

Keywords: Islamic Civilization, Islamic Thought, Islamic Politics, Islamic
Culture and Islamic History.

Abstrak

Peradaban Islam merupakan hasil interaksi dinamis antara pemikiran, politik,
dan budaya yang berkembang sepanjang sejarah. Artikel ini bertujuan
menganalisis bagaimana ketiga pilar tersebut saling berkelindan dalam
membentuk karakter peradaban Islam dari masa klasik hingga kontemporer.
Kajian dilakukan dengan pendekatan historis-analitis melalui penelusuran
terhadap perkembangan pemikiran teologis dan filosofis, konfigurasi politik dari
masa Khulafa’ al-Rasyidin hingga era negara-bangsa modern, serta dinamika
budaya yang mencerminkan proses akulturasi Islam dengan tradisi lokal.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam terjadi ketika
pemikiran bersifat kreatif dan rasional, struktur politik mendukung kebebasan
intelektual, dan budaya berkembang secara kosmopolit. Sebaliknya, stagnasi
pemikiran dan otoritarianisme politik berdampak langsung pada kemunduran
budaya. Artikel ini menegaskan bahwa kebangkitan peradaban Islam masa kini
menuntut rekonstruksi integratif antara ketiga dimensi tersebut melalui
pendekatan interdisipliner dan kontekstual.

Kata Kunci: Peradaban Islam, Pemikiran Islam, Politik Islam, Budaya Islam
dan Sejarah Islam.
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A. Pendahuluan

Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban besar dunia yang memiliki perjalanan
panjang dan kompleks, berkembang dari ajaran normatif wahyu menuju konstruksi sosial,
politik, dan budaya yang beragam. Sejak masa klasik Islam, dinamika pemikiran,
perkembangan politik, dan ekspresi budaya saling berkelindan membentuk struktur peradaban
yang khas. Namun, pemahaman tentang hubungan ketiganya sering kali terfragmentasi: kajian
pemikiran Islam cenderung terfokus pada aspek teologis dan filosofis; studi politik Islam
banyak berkutat pada persoalan kekuasaan dan legitimasi; sementara analisis budaya Islam
lebih menyoroti akulturasi dan ekspresi lokal. Fragmentasi ini menyebabkan kurangnya kajian
komprehensif yang memetakan interkoneksi pemikiran, politik, dan budaya sebagai satu
kesatuan historis dalam membentuk peradaban Islam.!

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kejayaan maupun kemunduran peradaban Islam
tidak pernah berdiri pada satu dimensi saja. Pada masa Abbasiyah, misalnya, kemajuan
pemikiran rasional dan dukungan politik melahirkan budaya ilmiah yang produktif. Andalusia
menjadi contoh bagaimana toleransi politik dan kebebasan intelektual melahirkan kreativitas
budaya yang menginspirasi dunia Barat.> Sebaliknya, ketika pemikiran mengalami stagnasi
dan politik bersifat represif, kreativitas budaya pun turut melemah. Fakta historis ini
menunjukkan bahwa memahami peradaban Islam membutuhkan pendekatan interdisipliner
yang menyatukan ketiga aspek tersebut.

Di tengah konteks dunia Islam modern yang menghadapi tantangan globalisasi,
radikalisme, krisis identitas, hingga stagnasi intelektual, kajian komprehensif tentang
hubungan pemikiran, politik, dan budaya menjadi semakin urgen. Tanpa memahami akar
historis integrasi ketiganya, upaya rekonstruksi peradaban Islam masa kini kerap terjebak
pada pendekatan parsial: pembaruan pemikiran tanpa dukungan politik, atau reformasi politik
tanpa landasan budaya. Karena itu, penelitian ini penting untuk menelusuri ulang bagaimana
interaksi tiga pilar tersebut membentuk peradaban Islam dari masa ke masa.>

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas aspek-aspek tersebut secara parsial,
masih terdapat kesenjangan akademik berupa belum tersusunnya sintesis historis-analitis yang
secara eksplisit memetakan hubungan timbal balik antara pemikiran, politik, dan budaya
sebagai satu kerangka teoritik yang utuh dalam membaca dinamika peradaban Islam dari
masa klasik hingga kontemporer. Sebagian studi cenderung bersifat normatif-deskriptif,

sementara yang lain berhenti pada uraian kronologis tanpa menawarkan konstruksi konseptual

! M. Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hlm. 23.

2 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Philosophy from Its Origin to the Present (Albany: SUNY Press, 2006),
hlm. 45-48.

3 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University
of Chicago Press, 1982), him. 1-5.

Karfika: Jurnal Studs Keislaman. Vol 6 No. ¢ (Feémag 2026 978




Abdul Halim, Zatnuddin Syarif dlnamika Peradaban islam...,,
yang integratif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya merekonstruksi fakta
sejarah, tetapi juga mengelaborasi pola relasional yang menjelaskan bagaimana perubahan
dalam satu dimensi memengaruhi dan membentuk dimensi lainnya secara dialektis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui
pendekatan integratif yang menempatkan pemikiran, politik, dan budaya sebagai variabel-
variabel yang saling menentukan dalam dinamika peradaban Islam. Kebaruan ini terletak pada
upaya merumuskan pola interaksi historis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, sehingga
memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap fase kemajuan maupun
kemunduran peradaban Islam.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara integratif dinamika
hubungan antara pemikiran, politik, dan budaya dalam sejarah peradaban Islam serta
merefleksikan relevansinya bagi upaya memahami tantangan peradaban Islam kontemporer.
Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus teoritik mengenai
sejarah peradaban Islam sekaligus memberikan kontribusi reflektif bagi rekonstruksi
peradaban di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan
(library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual
dan historis terhadap dinamika peradaban Islam dalam dimensi pemikiran, politik, dan
budaya.* Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber
tertulis yang relevan, meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta literatur
historis yang memiliki otoritas dalam kajian peradaban Islam.’

Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan
historis-analitis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi gagasan, pola pemikiran, serta
konstruksi konseptual yang berkembang dalam berbagai periode sejarah Islam. Sementara itu,
pendekatan historis-analitis diterapkan untuk menelusuri konteks sosial-politik dan kultural
yang melatarbelakangi munculnya dinamika intelektual tertentu, serta untuk memetakan
hubungan dialektis antara perubahan pemikiran, konfigurasi politik, dan perkembangan
budaya.’ Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan sintesis konseptual yang
komprehensif mengenai pola interaksi ketiga dimensi tersebut dalam membentuk dinamika

peradaban Islam dari masa klasik hingga kontemporer.

4 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed.
(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 4-5.

5> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-3.

¢ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, rev. ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017),
248-250.
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C. Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah Pemikiran Islam

Perjalanan panjang pemikiran Islam merupakan cerminan dari dinamika
intelektual umat Muslim dalam memahami wahyu Ilahi dan realitas sosialnya. Sejak
masa Rasulullah SAW. nilai-nilai keilmuan sudah ditanamkan melalui anjuran untuk
membaca (igra’) dan berpikir (tafakkur). Namun, bentuk institusional dan sistematis
dari kegiatan intelektual baru berkembang setelah wafatnya Nabi dan seiring dengan
ekspansi politik Islam. Sejarah pemikiran Islam pada masa klasik (abad ke-7-10 M)
mencakup tiga fase penting, yaitu masa Khulafa’ al-Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani
Abbasiyah. Ketiga masa ini menandai fondasi bagi munculnya tradisi keilmuan Islam
yang bercorak rasional, spiritual, dan teologis.

Pada periode Khulafa’ al-Rasyidin, pemikiran Islam masih berpusat pada upaya
pelestarian ajaran Nabi serta pengaturan masyarakat Muslim yang baru tumbuh. Isu-isu
utama yang dihadapi berkaitan dengan ijtihad hukum, penetapan kebijakan politik, dan
perluasan wilayah Islam. Para sahabat berperan sebagai sumber otoritatif dalam
menjawab persoalan keagamaan melalui penalaran berbasis wahyu. Khalifah Umar ibn
Khattab dikenal sebagai sosok yang sering melakukan i#jtihad kontekstual, misalnya
dalam kebijakan sosial, ekonomi dan hukum.’

Pada masa ini pula dilakukan kodifikasi al-Qur’an terutama di bawah
kepemimpinan Khalifah Utsman ibn Affan, yang menjadi tonggak penting dalam
sejarah ilmu-ilmu keislaman. Meskipun aktivitas keilmuan belum terlembaga, telah
tumbuh lingkaran-lingkaran keilmuan (halagah) di masjid-masjid besar seperti Masjid
Nabawi di Madinah dan Masjid Kufah. Dari sinilah tradisi penalaran dan transmisi ilmu
mulai terbangun, menjadi dasar bagi kemunculan disiplin ilmu tafsir, hadis, dan figh
pada masa-masa selanjutnya. Ketika pemerintahan beralih ke Bani Umayyah, pusat
peradaban Islam berpindah ke Damaskus. Dinasti ini memperluas wilayah Islam hingga
ke Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia Tengah. Namun, di balik keberhasilan
politik dan militer tersebut, muncul ketegangan antara nilai-nilai keagamaan dan realitas
kekuasaan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan debat teologis dan politik di
kalangan umat Islam.

Isu paling menonjol adalah tentang takdir dan kehendak bebas manusia. Kaum

Qadariyah menekankan kebebasan manusia dalam berbuat, sedangkan Jabariyah

7 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic Research Institute,
2015), hlm. 33-35.
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menganggap segala sesuatu sudah ditentukan Allah.® Perdebatan ini menjadi titik awal
lahirnya teologi rasional (ilm al-kalam) yang berkembang lebih sistematis pada masa
Abbasiyah. Selain itu, pada masa ini mulai tumbuh aliran Khawarij dan Syi‘ah yang
masing-masing membawa dimensi politik dan teologis tersendiri terhadap konsep
kepemimpinan (imamah) dalam Islam.

Meskipun situasi politik sering diliputi konflik, masa Umayyah menjadi jembatan
penting dalam transisi dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Pengumpulan hadis mulai
dilakukan secara sistematis, dan bahasa Arab dikembangkan sebagai bahasa ilmu dan
administrasi negara. Proses ini memperkokoh identitas intelektual Islam di tengah
peradaban yang semakin kompleks. Periode Abbasiyah periode ini sering disebut
sebagai masa keemasan peradaban Islam. Pemerintah mendukung kegiatan ilmiah
secara besar-besaran melalui pendirian lembaga pendidikan seperti Bayt al-Hikmah di
Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke
dalam bahasa Arab. Dari sinilah berkembang tradisi filsafat dan sains Islam yang kelak
memengaruhi peradaban Barat.

Dalam bidang teologi, muncul dua arus besar: Mu ‘tazilah dan Asy ‘ariyah. Kaum
Mu‘tazilah, dipengaruhi oleh rasionalisme Yunani, menekankan pentingnya akal dalam
memahami doktrin agama. Mereka berpendapat bahwa keadilan Tuhan menuntut
manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga kebebasan kehendak menjadi
prinsip dasar teologi mereka. Namun, pendekatan rasional ini menimbulkan kritik keras
dari kalangan tradisionalis, yang kemudian melahirkan aliran A4sy ‘ariyah melalui tokoh
Abu al-Hasan al-Asy‘ari. Al-Asy‘ari berusaha menyeimbangkan antara wahyu dan akal,
menolak ekstremitas rasionalisme, namun tetap mempertahankan ruang berpikir logis
dalam memahami nash.’

Perkembangan filsafat Islam juga mencapai puncaknya pada masa ini. Tokoh
seperti al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina menyusun sistem filsafat yang berupaya
menyelaraskan antara wahyu dan filsafat Yunani, terutama dalam bidang metafisika dan
logika. Di sisi lain, al-Ghazali melalui karyanya Tahafut al-Falasifah mengkritik keras
pandangan para filosof yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip teologis
Islam, namun pada saat yang sama beliau membuka jalan bagi integrasi antara tasawuf,
teologi, dan filsafat. Selain itu, peran ulama dan lembaga pendidikan semakin besar
dalam mentransmisikan ilmu. Madrasah Nizamiyah di Baghdad, misalnya, menjadi

model pendidikan formal pertama di dunia Islam yang mengajarkan berbagai disiplin

8 'W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: Edinburgh University Press,
1992), him. 26-29.
® M Saeed Sheikh, 4 New History of Islamic Philosophy (London: Routledge, 2016), hlm. 97-100.
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ilmu, dari figh, tafsir, hingga logika. Hubungan antara guru dan murid dalam sistem
sanad al- ilm menjamin keaslian dan kesinambungan tradisi ilmiah. Di sinilah terbentuk
jaringan ulama internasional yang menjadi cikal bakal universitas modern di dunia
Islam dan Barat.

Warisan pemikiran Islam klasik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan intelektual Islam modern. Rasionalisme Mu‘tazilah, sistem filsafat Ibn
Sina, maupun sintesis al-Ghazali terus menjadi bahan perdebatan dan inspirasi dalam
kajian kontemporer. Di tengah tantangan modernitas, sebagian pemikir Muslim
mencoba menggali kembali semangat ilmiah dan rasional periode klasik sebagai upaya
membangun peradaban Islam yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai tauhid.'®
Fazlur Rahman, misalnya, menegaskan pentingnya revitalisasi tradisi ijtihad dan
pendekatan historis terhadap sumber-sumber Islam agar ajaran Islam tetap relevan
dengan konteks sosial modern. Dengan demikian, memahami sejarah pemikiran Islam
klasik bukan hanya berarti mengingat masa lalu, tetapi juga menggali landasan
epistemologis bagi kebangkitan intelektual Islam di masa kini.

2. Dinamika Politik Islam

Sejarah politik Islam menunjukkan suatu perjalanan panjang yang dinamis, penuh
dengan pergeseran, adaptasi, dan transformasi seiring dengan perkembangan sosial,
budaya, serta geografis umat Islam. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Politik
Islam mengalami berbagai bentuk sistem pemerintahan dan praktik kekuasaan yang
merefleksikan konteks zamannya. Pada hakikatnya, politik dalam Islam tidak semata
berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi lebih pada upaya menjaga maqgasid al-
syari‘ah (tujuan-tujuan syariat) melalui tatanan pemerintahan yang adil dan
berlandaskan nilai-nilai Ilahi. Pada masa Khulafa’ al-Rasyidin, pemerintahan Islam
masih berlandaskan prinsip (musyawarah) dan kepemimpinan moral-religius. Para
khalifah dipilih berdasarkan kesepakatan umat atau perwakilan masyarakat yang
memiliki legitimasi keilmuan dan ketakwaan. Sistem ini mencerminkan bentuk
pemerintahan yang semi-demokratis dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7.
Namun, setelah wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib, sistem ini mengalami perubahan
mendasar.

Dengan berdirinya Dinasti Umayyah (661-750 M), bentuk pemerintahan bergeser
menjadi monarki herediter di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun.
Perubahan ini memunculkan perdebatan mendalam tentang legitimasi politik dalam

Islam. Sebagian kelompok menilai sistem kekhalifahan seharusnya tetap berdasarkan

19 Osman bakar, Classification of Knowledge in Islam (Kuala Lumpur: ISTAC, 1992), hlm. 203-205.
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musyawarah umat, bukan pewarisan keluarga. Di sinilah muncul benih-benih
perpecahan politik dan teologis antara kelompok Sunni, Syi‘ah, dan Khawarij.!! Dalam
sistem Umayyah dan dilanjutkan oleh Abbasiyah (750—1258 M), politik Islam semakin
melembaga dengan struktur birokrasi yang kompleks. Namun, idealisme moral para
khalifah awal bergeser menjadi realitas kekuasaan dinasti. Meski demikian,
pemerintahan Abbasiyah tetap membuka ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan,
hukum, dan administrasi negara. Di berbagai wilayah Islam, muncul pula kesultanan
dan kerajaan lokal seperti di Andalusia (Bani Umayyah II), Mesir (Fatimiyah), serta
Asia Selatan (Delhi dan Mughal). Struktur politik ini menandai sentralisasi kekuasaan
Islam, di mana kekhalifahan tidak lagi menjadi satu entitas tunggal, melainkan tersebar
ke berbagai wilayah dengan corak dan sistemnya masing-masing.'?

Seiring perkembangan sistem kekuasaan, muncul berbagai debat teologis-politik
yang turut membentuk identitas politik umat Islam. Salah satu perdebatan paling
penting adalah antara Sunni dan Syi‘ah dalam memahami konsep kepemimpinan.
Kelompok Syi‘ah berpandangan bahwa kepemimpinan (imamah) merupakan bagian
dari prinsip agama yang harus diwariskan kepada keturunan Nabi melalui jalur Ali ibn
Abi Thalib. Mereka menilai bahwa hanya imam yang ma‘sum (terjaga dari dosa) yang
layak memimpin umat. Sebaliknya, kaum Sunni berpendapat bahwa kepemimpinan
bersifat ijtihadi, ditentukan melalui musyawarah dan bai‘at masyarakat, bukan garis
keturunan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak pada
praktik politik dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks sejarah, perdebatan tentang
khilafah dan imamah menjadi dasar munculnya berbagai teori politik Islam klasik. Al-
Mawardi, misalnya, dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan bahwa khalifah
berfungsi sebagai pelaksana syariat dan pelindung agama, bukan penguasa absolut.
Sementara al-Ghazali menekankan pentingnya stabilitas politik meski di bawah
pemerintahan yang kurang ideal, karena kekacauan sosial lebih berbahaya daripada
ketidakadilan politik.

Muncul pula kelompok-kelompok teologis seperti Khawarij, yang menolak
legitimasi kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan
ketakwaan.'’Pandangan mereka, meskipun ekstrem, menunjukkan betapa kuatnya
dimensi etika dan moral dalam politik Islam awal. Perdebatan-perdebatan tersebut

membentuk dasar konseptual tentang hubungan antara agama, kekuasaan, dan keadilan

""'W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), him.
21-25.

12 Tra M. Lapidus, 4 History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm.
102-106.

'3 Ahmad Amin, Dhuhr al-Islam (Kairo: Maktabah al-Nahdhah, 1952), him. 211-214.
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dalam khazanah politik Islam klasik. Memasuki abad ke-19 dan 20, dunia Islam
menghadapi fase baru yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yakni era
kolonialisme dan kebangkitan nasionalisme modern. Kekuasaan politik Islam yang
semula bersifat universal dan transnasional (khilafah) terpecah oleh dominasi kolonial
Barat yang membawa ideologi sekularisme dan modernitas. Runtuhnya Kekhalifahan
Utsmani pada tahun 1924 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Islam. Umat
Muslim kehilangan simbol kesatuan politik global dan menghadapi realitas baru berupa
sistem negara-bangsa (nation-state) yang berdaulat secara territorial.'*

Dalam konteks ini, muncul berbagai respons intelektual dan politik. Sebagian
tokoh seperti Rasyid Ridha menyerukan kebangkitan kembali institusi khilafah sebagai
solusi atas disintegrasi umat Islam Namun, pemikir lain seperti Ali Abd al-Raziq dalam
karyanya al-Islam wa Usiil al-Hukm menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk
pemerintahan tertentu, sehingga umat Islam bebas menentukan sistem politik yang
sesuai dengan konteks sosialnya. Gerakan nasionalisme Islam kemudian berkembang di
berbagai wilayah seperti Mesir, Turki, Indonesia, dan India. Di satu sisi, nasionalisme
menjadi alat untuk melawan kolonialisme; di sisi lain, ia menimbulkan perdebatan
tentang batas antara agama dan negara. Dalam kasus Indonesia, para ulama seperti
Hasyim Asy‘ari dan Agus Salim berupaya memadukan semangat nasionalisme dengan
nilai-nilai Islam, melahirkan konsep Dar al-‘Ahd wa al-Syahadah (negara kesepakatan
dan kesaksian)."

Saat ini, dunia Islam dihadapkan pada tantangan baru berupa globalisasi,
demokrasi, dan modernisasi politik. Beragam model pemerintahan Islam muncul dari
monarki konstitusional seperti di Yordania dan Maroko, hingga republik demokratis
seperti Indonesia dan Tunisia. Dalam konteks ini, politik Islam tidak lagi tunggal,
melainkan plural dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial-budaya masing-masing
bangsa Muslim. Dari perjalanan panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik
Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip dasarnya
tetap berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan, tetapi bentuk dan strukturnya dapat
berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Keberagaman model politik di dunia Islam hari
ini bukan tanda perpecahan, melainkan ekspresi dari ijtihad politik yang dinamis. Oleh
karena itu, memahami dinamika politik Islam bukan hanya tentang mengenang sejarah
kekuasaan, tetapi juga menggali nilai-nilai etik dan moral yang mendasari

kepemimpinan dalam Islam. Melalui pendekatan historis dan kontekstual, umat Islam

4Esposito, John L., Islam and Politics (New York: Oxford University Press, 2011), him. 144—147.
SAzyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Jakarta: Prenada Media, 2017), him.
102—-104.
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dapat menafsirkan kembali prinsip-prinsip politik Islam agar tetap relevan di tengah
realitas global yang terus berubah.'®

3. Budaya Dan Peradaban

Peradaban Islam adalah hasil sintesis antara nilai-nilai wahyu dan dinamika
sejarah manusia. [a tumbuh tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam interaksi intens
antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal yang beragam. Dalam proses sejarahnya,
Islam menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan mengintegrasikan
budaya lokal, sekaligus memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban
dunia, terutama Eropa pada masa Renaisans. Hingga kini, di era globalisasi, budaya
Islam terus bergulat dengan tantangan modernitas dan upaya kebangkitannya di tengah
arus peradaban global yang semakin kompleks.

Salah satu ciri khas utama dari peradaban Islam adalah kemampuannya
mengakomodasi dan mengislamkan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip
tauhid. Sejak awal penyebarannya, Islam tidak menolak unsur budaya setempat, tetapi
melakukan proses seleksi dan asimilasi nilai mengambil yang sesuai dengan syariat, dan
memodifikasi yang bertentangan dengannya.

Proses ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Arsitektur, misalnya,
menjadi simbol dialog antara nilai spiritual dan ekspresi lokal. Masjid Cordoba di
Spanyol mencerminkan perpaduan antara gaya Romawi, Bizantium, dan Islam;
sementara Masjid Demak di Jawa menggabungkan bentuk atap tumpang khas arsitektur
Hindu-Jawa dengan fungsi religius Islam.!” Dalam seni dan kaligrafi, Islam menolak
penggambaran makhluk hidup dalam konteks ibadah, tetapi mengembangkan bentuk
ekspresi estetis melalui kaligrafi Arab, motif geometris, dan ornamen flora. Seni ini
bukan sekadar dekorasi, tetapi sarana mengingat keagungan Ilahi.'® Di bidang bahasa
dan sastra, Islam memperkaya budaya lokal dengan kosa kata dan konsep keagamaan
baru. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan ibadah, sementara bahasa
Persia, Turki, Urdu, dan Melayu berkembang menjadi media penyebaran nilai Islam.'’

Di Nusantara, integrasi budaya lokal dan Islam melahirkan bentuk-bentuk khas
seperti tradisi pesantren, wayang bernuansa sufistik, dan kesenian shalawat. Proses ini

berlangsung damai melalui pendekatan kultural para ulama dan sufi. Hal ini

16Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University
of Chicago Press, 1982), hlm. 21-23.

17 Titus Burckhardt, Art of Islam: Language and Meaning (London: World of Islam Festival, 1976), him.
42-44.

¥Ismail Raji al-Faruqi, Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan, 1986), him. 22-23.

YIra M. Lapidus, 4 History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm.
151-152.

Karfika: Jurnal Studs Keislaman. Vol 6 No. ¢ (Feémag 2026 985




Abdul Halim, Zatnuddin Syarif dlnamika Peradaban islam...,,
menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga peradaban kultural
yang hidup, membumi, dan menghormati kearifan lokal selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariat. Kontribusi Islam terhadap peradaban dunia khususnya terhadap
Renaisans Eropa merupakan salah satu fakta sejarah yang sering diabaikan dalam narasi
modern Barat. Selama berabad-abad, kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Kairo,
dan Toledo menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi yang kemudian
menginspirasi kebangkitan intelektual Eropa.

Pada masa kejayaan Abbasiyah, ilmuwan Muslim seperti al-Kindi, Ibn Sina dan
Ibn Rushd, menerjemahkan, mengomentari, dan mengembangkan filsafat Yunani ke
dalam kerangka Islam. Karya-karya mereka diterjemahkan ke bahasa Latin oleh para
sarjana Kristen di Spanyol dan Sisilia, lalu disebarkan ke universitas-universitas Eropa.
Misalnya, sistem logika Aristotelian dikenal di Eropa melalui Ibn Rushd, sementara
konsep kedokteran Ibn Sina menjadi rujukan medis utama hingga abad ke-17.?° Selain
bidang ilmu, etika kerja dan rasionalitas Islam juga memengaruhi pola pikir Barat.
Tradisi keilmuan Islam yang menekankan observasi empiris dan eksperimentasi ilmiah
membuka jalan bagi lahirnya metode ilmiah modern. Menurut George Sarton, “tidak
ada Renaisans tanpa warisan ilmu Arab atau Islam.?!

Dalam bidang arsitektur dan seni, pengaruh Islam juga terasa kuat. Ornamen
geometris, kubah, dan lengkung tapal kuda yang ditemukan di Eropa Selatan banyak
diadopsi dari arsitektur Islam Andalusia. Bahkan dalam musik dan bahasa, terdapat
banyak jejak warisan Islam seperti kata “algebra”, “alcohol”, dan “zenith” yang berasal
dari bahasa Arab. Dengan demikian, peradaban Islam bukan hanya penerus kebudayaan
klasik Yunani, tetapi juga jembatan utama antara Timur dan Barat yang memungkinkan
Eropa memasuki era modernitas. Memasuki abad ke-21, dunia Islam menghadapi
tantangan besar berupa globalisasi budaya, yang sering kali diidentikkan dengan
westernisasi. Arus media, teknologi, dan ekonomi global telah menembus batas
geografis, menyebabkan homogenisasi budaya dan krisis identitas di kalangan umat
Islam. Nilai-nilai sekular dan hedonistik Barat banyak memengaruhi gaya hidup
masyarakat Muslim, terutama generasi muda, sehingga menimbulkan kekhawatiran
akan tergerusnya jati diri Islam.??

Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi revitalisasi budaya

Islam. Fenomena ini tampak dalam berbagai bentuk: munculnya film dan musik Islami,

2Philip K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan, 2002), him. 321-323.

21Sarton, Introduction to the History of Science, hlm. 118.

2Akbar S. Ahmed, Islam Under Siege: Living Dangerously in a Post-Honor World (Cambridge: Polity
Press, 2003), him. 101-103.
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tren busana syar‘i yang mendunia, hingga gerakan intelektual Islam yang berusaha
merekonstruksi hubungan antara agama dan modernitas. Para pemikir kontemporer
seperti Syed Naquib al-Attas, Ismail al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar menegaskan
perlunya Islamisasi ilmu dan budaya yaitu membangun peradaban modern berdasarkan
nilai tauhid, bukan meniru peradaban Barat secara mentah. Al-Attas menekankan
pentingnya adab (tata moral dan intelektual) sebagai dasar kebangkitan budaya Islam,
sementara al-Faruqi menekankan integrasi ilmu modern dengan worldview Islam.

Selain itu, teknologi digital dan media sosial kini menjadi arena baru bagi ekspresi
budaya Islam. Komunitas Muslim global menggunakan platform daring untuk
berdakwah, berbagi pengetahuan, dan memperkuat solidaritas lintas negara. Meski
demikian, tantangan disinformasi dan komodifikasi agama tetap menjadi problem serius
yang perlu dihadapi dengan literasi budaya dan spiritual yang kuat. Kebangkitan budaya
Islam kontemporer juga menuntut kreativitas dan keterbukaan intelektual. Islam harus
hadir bukan sebagai reaksi terhadap Barat, tetapi sebagai tawaran alternatif peradaban
yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan universal. Dengan
demikian, peradaban Islam masa depan harus dibangun di atas kesadaran bahwa
modernitas tidak harus menegasikan spiritualitas, melainkan dapat menjadi ruang baru
bagi lahirnya peradaban beradab.

4. Interkoneksi Pemikiran Politik Dan Budaya

Dalam sejarah peradaban Islam, pemikiran, politik, dan budaya tidak pernah
berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling berkelindan dan membentuk satu kesatuan yang
dinamis. Pemikiran Islam berperan sebagai fondasi konseptual bagi tatanan politik dan
kehidupan budaya, sementara politik menjadi sarana penerapan nilai-nilai tersebut
dalam masyarakat, dan budaya berfungsi sebagai ekspresi sosial dari nilai-nilai yang
hidup di dalam sistem keagamaan dan politik Islam. Hubungan timbal balik antara
ketiganya menunjukkan bahwa setiap kemajuan atau kemunduran dalam satu aspek
akan memengaruhi aspek lainnya. Ketika pemikiran Islam berkembang terbuka, politik
menjadi inklusif, dan budaya melahirkan karya-karya agung. Sebaliknya, ketika
pemikiran stagnan dan politik represif, kebudayaan pun cenderung beku dan kehilangan
daya kreatifnya.?

Pemikiran dalam Islam baik yang bersifat teologis, filosofis, maupun hokum
senantiasa memengaruhi arah politik dan dinamika budaya. Dalam konteks politik, ide-
ide teologis seperti khilafah, imamah, dan syura memberikan legitimasi terhadap

struktur pemerintahan. Pada masa awal Islam, konsep syura menjadi dasar bagi praktik

23 Malek Bennabi, The Question of Culture (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003). hlm. 23-24.
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musyawarah dalam memilih khalifah, sedangkan pada masa selanjutnya, ide tentang
imamah berkembang dalam teologi Syiah sebagai konsep kepemimpinan spiritual yang
absolut.* Pemikiran figh juga berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dan sosial.
Misalnya, mazhab Hanafi banyak dipakai dalam administrasi pemerintahan Abbasiyah
karena dianggap paling rasional dan fleksibel, sedangkan mazhab Maliki menjadi dasar
sistem hukum di Andalusia yang menyesuaikan dengan konteks masyarakat setempat.

Di sisi lain, filsafat dan tasawuf turut membentuk corak budaya Islam. Pemikiran
rasionalisme yang dikembangkan oleh filosof Muslim seperti al-Farabi dan Ibn Sina
melahirkan atmosfer intelektual yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.?
Sementara itu, ajaran tasawuf dari tokoh seperti al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi
menanamkan dimensi spiritual dan estetika yang memperkaya budaya Islam, terutama
dalam sastra, seni, dan musik. Dengan demikian, pemikiran Islam bukan hanya
abstraksi teologis, tetapi menjadi landasan moral, politik, dan kultural yang membentuk
peradaban Islam dalam berbagai periode sejarahnya yang di antaranya adalah Dinasti
Abbasiyah, Andalusia, dan Turki Utsmani

Dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan interkoneksi antara pemikiran,
politik, dan budaya. Pemerintah mendukung penuh pengembangan ilmu pengetahuan
melalui pendirian Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad. Di tempat ini,
para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa
Arab, yang kemudian dikembangkan menjadi teori-teori baru dalam bidang filsafat,

kedokteran, astronomi, dan matematika.?*

Kebijakan politik yang mendukung
kebebasan ilmiah tersebut didasari oleh pemikiran rasional yang berkembang dalam
kalangan Mu‘tazilah dan filosof Muslim. Walaupun kemudian terjadi reaksi teologis
dari kalangan Asy‘ariyah, dinamika antara rasionalisme dan ortodoksi ini justru
memperkaya khazanah intelektual Islam. Budaya ilmiah Abbasiyah menghasilkan karya
monumental dari tokoh-tokoh seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, dan al-Khwarizmi
yang meletakkan dasar bagi sains modern.?’

Andalusia adalah contoh nyata bagaimana politik Islam yang toleran melahirkan
budaya multikultural yang maju. Di bawah pemerintahan Abdurrahman 3 dan

penerusnya, masyarakat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara

damai. Pemerintah mendorong pendidikan dan seni, membangun perpustakaan,

62.

24 Moojan Momen, An Introduction to Shi‘i Islam (New Haven: Yale University Press, 1985), him. 61—

25 Oliver Leaman, 4n Introduction to Classical Islamic Philosophy (Cambridge: Cambridge University

Press, 1999), him. 45-46.

26Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge: Harvard University Press, 1968), hlm. 62-64.
27 Hitti, History of the Arabs, him. 361.
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madrasah, dan universitas seperti Madrasah Cordoba yang menampung ribuan pelajar
dari berbagai negeri.?® Dalam konteks ini, pemikiran filsafat dan sufistik memainkan
peranan penting. Tokoh seperti Ibn Rushd menjadi jembatan antara pemikiran Islam dan
Eropa, sedangkan Ibn Arabi mengembangkan spiritualitas universal yang berpengaruh
hingga ke dunia Timur. Kebijakan politik yang menjamin kebebasan berpikir inilah
yang membuat Andalusia menjadi simbol harmoni antara agama, ilmu, dan seni.

Turki Utsmani mewarisi tradisi politik Islam sekaligus menghadapi tantangan
modernitas. Pada masa kejayaannya, kekaisaran ini berhasil memadukan kekuatan
militer, administrasi yang efisien, dan sistem hukum Islam yang diinstitusionalisasi

). Pemikiran keagamaan dan hukum Islam menjadi

melalui ganun (peraturan negara
dasar legitimasi kekuasaan Sultan sekaligus sumber inspirasi budaya. Budaya Islam
mencapai puncaknya pada masa Sultan Siileyman al-Qanuni, di mana seni arsitektur,
kaligrafi, dan musik berkembang pesat.>® Arsitek legendaris Mimar Sinan menciptakan
masjid megah seperti Siileymaniye Mosque yang memadukan estetika, teknologi, dan
spiritualitas. Namun, pada abad ke-19, ketika pengaruh Barat mulai kuat, muncul
perdebatan antara modernisasi dan pelestarian nilai Islam. Tokoh-tokoh reformis seperti
Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh kemudian menyerukan pembaruan
pemikiran Islam agar politik dan budaya Islam mampu bersaing dengan peradaban
Barat.

Interkoneksi antara pemikiran, politik, dan budaya tetap menjadi isu krusial dalam
dunia Islam kontemporer. Krisis politik di banyak negara Muslim sering kali berakar
pada kemandekan pemikiran dan lemahnya budaya dialog. Dalam hal ini, pelajaran dari
sejarah menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam hanya terjadi ketika
intelektualitas, kekuasaan, dan kebudayaan berjalan harmonis dalam satu visi tauhid.
Dunia Islam masa kini memerlukan pembaruan pemikiran politik Islam yang mampu
memadukan nilai syariat dengan prinsip keadilan dan kebebasan modern. Sebagaimana
di masa Abbasiyah dan Andalusia, kebijakan politik yang mendukung kebebasan ilmiah
dan kreativitas budaya dapat menjadi landasan bagi kebangkitan baru.

Selain itu, penting untuk menumbuhkan budaya kritis dan ilmiah dalam sistem

pendidikan Islam agar lahir generasi ulama-intelektual yang berpikir strategis. Dalam

123.

28 Dominique Urvoy, Ibn Rushd (Averroés) (Paris: Flammarion, 1998), him. 17-19.
2 Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 122—

30 Goodwin, Godfrey, 4 History of Ottoman Architecture (London: Thames and Hudson, 1971), him.

198-200
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konteks global, umat Islam juga perlu menampilkan politik dan budaya yang rahmatan
lil- ‘alamin, yang menebar kedamaian, keadilan, dan keindahan.!
Dengan demikian, rekonstruksi peradaban Islam di abad modern harus dimulai
dari integrasi antara pemikiran yang cerdas, politik yang adil, dan budaya yang beradab.
Ketika ketiganya kembali bersatu dalam satu arah yang benar, maka peradaban Islam
akan kembali menjadi cahaya dunia, sebagaimana pernah bersinar pada masa
Abbasiyah, Andalusia, dan Turki Utsmani.
D. Kesimpulan

Perubahan besar yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan dinamika
baru yang harus dihadapi oleh organisasi-organisasi Islam. Perkembangan teknologi digital,
kecerdasan buatan, otomatisasi, dan transformasi sosial yang menyertainya memaksa
organisasi Islam untuk menyesuaikan diri secara cepat dan tepat. Organisasi Islam tidak hanya
dituntut untuk memahami perubahan struktural dalam masyarakat, tetapi juga harus mampu
merespons tantangan ideologis, kultural, dan spiritual yang muncul dari modernitas digital. Di
tengah persaingan arus informasi dan penetrasi budaya global, organisasi Islam harus mampu
memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah, penguatan literasi digital umat, serta
memperluas akses terhadap pendidikan dan pembinaan keagamaan. Selain itu, organisasi
Islam harus memperkuat pola kaderisasi yang adaptif, memperbarui model kepemimpinan,
dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Dengan demikian,
tantangan Revolusi Industri 4.0 perlu dihadapi dengan strategi komprehensif yang
menggabungkan nilai-nilai keislaman, pemahaman sosial, dan pemanfaatan teknologi. Jika
organisasi Islam mampu menavigasi era baru ini dengan bijak, maka mereka akan tetap
relevan dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan umat dan masyarakat

global.
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